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PUTUSAN 

Nomor 53/Pdt.G/2025/MS.Jth 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO 
 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama 

telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Desa Pulo, 15 Mei 1990, agama 

Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di 

Blok E No. 39 Perum Tiongkok Neuheun, Gampong 

Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh 

Besar sebagai Penggugat;    

melawan 

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 21 Januari 1980, 

agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan 

Diploma III, tempat kediaman di Blok E No. 39 Perum 

Tiongkok Neuheun, Gampong Neuheun, Kecamatan 

Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar sebagai 

Tergugat;  

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  

Telah mempelajari berkas perkara;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2025 

telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah terdaftar di 

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 

53/Pdt.G/2025/MS.Jth tanggal 14 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada 

pokoknya sebagai berikut:  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa    pada    tanggal    25    Juli    2010,    Penggugat    dan    Tergugat    

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh 

Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 

xxxxxxxxxxx, tertanggal 26 Juli 2010;  

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  di  

rumah kediaman bersama selama 15 tahun dan belum di karuniai anak;  

3. Bahwa sejak tahun 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

mulai tidak harmonis disebabkan karena : 

3.1. Bahwa sejak tahun 2024 hubungan antara Penggugat dan Tergugat 

mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

yang di sebabkan pada tanggal 09 Desember 2024 ketahuan 

selingkuh dengan perempuan lain kemudian Tergugat meminta maaf 

dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, setelahnya terus terjadi 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat 

sempat berobat ke Psikolog, pada tanggal 21 Desember Tergugat 

ketahuan masih memiliki hubungan dengan perempuan tersebut 

sehingga pada tanggal 23 Desember 2024 Penggugat memutuskan 

untuk keluar dari rumah dan masih terus terjadi pertengkaran antara 

keduanya, pada tanggal 28 Desember 2024 Tergugat kembali 

ketahuan sedang bersama dengan perempuan selingkuhannya 

tersebut di Ulee Lheu, tanggal 29 Desember 2024 Penggugat dirawat 

di rumah sakit dan baru keluar pada tanggal 31 Desember 2024, 

setelah keluar akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali 

tinggal bersama dengan Tergugat karena Tergugat telah memohon-

mohon agar Penggugat mau kembali dan sudah di mediasi oleh 

pihak keluarga namun setelah kembali tinggal bersama pun tetap 

terus terjadi pertengkarang dengan permasalahan yang sama;  

3.2. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  terjadi  pada  tahun 

 2025 Pada tanggal 03 Januari 2025 Penggugat menghubungi 
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perempuan selingkuhan Tergugat tersebut dan ketahuan bahwa 

Tergugat ingin menikahi perempuan tersebut dengan alasan karena 

tidak memiliki keturunan dengan Penggugat, pada tanggal 12 Januari 

2024 Penggugat mencurigai Tergugat dan akhirnya mengikuti 

Tergugat yang ternyata Tergugat pergi menemui perempuan tersebut 

sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah;  

3.3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi 

tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai 

karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk 

menjalankan kehidupan rumah tangga; 

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat 

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon 

kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan 

menerima dan memeriksa perkara ini;  

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada 

Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai 

berikut: 

Primer 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  

Subsider: 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono);  

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat 

dan Tergugat secara in person telah hadir di persidangan; 
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Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi 

dengan Mediator atas persetujuan kedua belah pihak yaitu Arsudian Putra, 

S.H.I., Mediator Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho, sebagaimana 

laporan mediator tanggal 05 Februari 2025 menyatakan bahwa mediasi tidak 

berhasil mencapai kesepakatan; 

Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan akan melakukan 

perdamaian secara kekeluargaan terlebih dulu untuk rukun kembali sebagai 

suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut 

gugatannya; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat 

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

penetapan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana diuraikan diatas;   

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara 

resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan 

tersebut Penggugat dan Tergugat secara in person telah hadir di persidangan. 

Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan 

sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan 

pasal (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta 

Penggugat dan Tergugat berdasarkan relaas panggilan terbukti bertempat 

Disclaimer
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tinggal dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, maka sesuai dengan Pasal 73 

ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tentang Peradalilan Agama, sebagaimana 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka 

Mahkamah Syar’iyah Jantho berwenang untuk memeriksa perkara ini; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal 

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah 

sesuai dengan  maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan 

Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah juga 

didamaikan dalam forum mediasi dengan seorang Majelis Hakim Mediator 

bernama Arsudian Putra, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 

05 Februari 2025, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan 

demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 

4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; 

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat 

menyatakan mencabut surat gugatannya; 

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat 

apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 

271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan 

dari Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat 

dikabulkan; 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/MS.Jth 
 

 

 

 

 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  

M E N E T A P K A N 

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara 

53/Pdt.G/2025/MS.Jth tanggal 14 Januari 2025; 

2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Jantho untuk mencatat 

pencabutan tersebut dalam register perkara; 

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah); 

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan 

Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1446 Hijriah, oleh kami Fadhlia, S.Sy.  

sebagai Ketua Majelis, Heti Kurnaini, S.Sy., M.H dan Nurul Husna, S.H. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut 

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  Ratna Juwita, S.H.I. 

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; 
 

Ketua Majelis, 

 

 

 

Fadhlia, S.Sy. 

Hakim Anggota, 

 

 

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H 

Hakim Anggota, 

 

 

Nurul Husna, S.H. 
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Panitera Pengganti, 

 

 

Ratna Juwita, S.H.I. 

Perincian biaya : 

  1.   PNBP   Rp60.000,00  
  2.   Proses   Rp150.000,00  
  3.   Panggilan   Rp1.200.000,00  
  4.   Meterai   Rp10.000,00  

    Jumlah Rp1.420.000,00 
    (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)  
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